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BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAG! MAHA PENY AYANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH SELATAN,

-bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun  Nomor Tanun 2014  tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatari dan  Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Kabupaten Tahun
Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomii

Kabupaten-Kabupaten ~ dalam  Lingkungan Daerah Prooinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambah:in Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah deagan Undang-lUndang
Nomor 12 Tahun 1994 (lLembaran Negara Repubiik Indonesia T.3hun 1994 Ncmor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomer 3569),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negaa Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind:snesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbzran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanarazn Negara (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 5, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksain Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N>mor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah:in Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintanan Daerah (Lembaan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Nega'a Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik In fonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aczn (Lembaran Neggfa
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 2eraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Jomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keducukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daecr ih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tamtahan Lembe-an Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali dirubah, tera!.hir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Ketangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar:i Republik Indcnesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolian Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45(2 )sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tertang Ferubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol.an Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per mbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelola.n Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2005 Nomor 140, fambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Ak intansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamar: Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 59, Tambaha: Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem - Informasi keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4576) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubznan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, “~"ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peratur_an Pemeriptah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daera: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nemcr 5, Tambahan Lembarin Negara Republik
Indonesia Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Penyusuian dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubiik indonesic. Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik indoresia Nemor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelerggaraan Pemerintah Daerah (Lembarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negare Republik indonesia
Nomor 4593);

Peraturgn Pemgn’ntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peilaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
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Peraturan Pemerintzh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapc-an Penyelenggaraar
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lemt aran Neg;ra Republfk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nega a2 Republik Indonesia
Nomor 4693), )

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga laan Barang / Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakiir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua At:s Peraturan Presicden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintz h;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2008 ““entang Pokok-Fokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ace h Selatan Tahun 2008
Nomor 8);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 201Z (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 3j;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentanj Pertanggunjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tihun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 3 .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tanun 2006 tentang ’edoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya den: an Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua #tas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaz n Keuangan Daerzh;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Per dapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nc.geri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri homor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Ber: umber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang F edoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarari 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang embentukan Produk
Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPAT!I ACEH SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :
(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 36.181.171.784,68
b. Dana perimbangan Rp. 629.328.4¢7.690,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 83.579.C(7.677.98
Jumiah Pendapatan Rp. 749.088.677.152,66
(2) Belanja
a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp. 423.027.4€5.645,00
2) Belanja Bunga Rp. -
3) Belanja Subsidi Rp 400.0011.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 20.2€3.811.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.527.00).400,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp i

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 13.529.013 000.00



8) Belanja Tidak Terduga Rp ___ 643.553.000.00
Rp. 45(.410.845.045,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawal Rp. 44.520.013.077,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 10€ 297.954.922,0C
3) Belanja Modal Rp, 127.431.161.86%,00
Rp. 27€.249.129.961.00
Jumiah Belanja Rp. 737 659.975.006,00
Surplus / (Defisit) Rp. 11 428.702.146,6€
(3) Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 3700.209.072,73
b. Pengeluaran Rp._ 2 500.000.000.00

Jumilah pembiayaan netto R'» 1 200.209.072,72

Sisa lebih pembiayaan anggaran tshun berkenan Rp 12 028.911.218,38

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimara dirmaksud de am pasal 1 tercanum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati Aceh Selatan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud da am pasal 1 dirinci i2hih lanjut
kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Paszi 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebage imana dimaksud d: lam pasal 3 tercantum dalam
Lampiran |l Peraturan Bupati Aceh selatan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam pasal Z dan pasai 4 men ipakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh selatan ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

qur setiap orang mengetahuinya, memerintahiian pengundangar Peraturan Bupati ini dalam
Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Sepiember 2014

SEKRFI&B@Q&ERAH KABUPATEN ACEH bELAm
ST




